ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang peran Hukum Internasional dalam
penyelesaian konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan
mengkaji bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam
penyelesaian konflik separatis pada suatu negara, diperlukan bantuan dari
subjek Hukum Internasional yang lainnya. Pada konflik GAM-RI ini akhirnya
oleh Crisis Management Initiative (CMI) selaku lembaga Internasional serta
berperan sebagai mediator antara GAM-RI, berhasil mencari benang merah
sehingga kedua belah pihak sanggup bersatu kembali. Belajar dari mediasi
yang sebelumnya, CMI sanggup membaca arah keinginan dari kedua belah
pihak. Pada intinya solusi yang dapat mengakomodir kedua belah pihak
adalah solusi yang sama-sama diinginkan dan yang selama ini diperjuangkan.
Poin-poin kesepakatan kedua belah pihak telah dinamai MoU Helsinski, yang
telah ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinski,Finlandia.
Dengan disepakatinya MoU Helsinski maka perdamaian akhirnya kemabali di

rasakan masyarakat Serambi Mekkah.
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